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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A.
 Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penganiayaan dalam Perkara Nomor 162/Pid.B/2025/PN Stabat Menurut Hukum Pidana Indonesia

Pertanggungjawaban pidana pelaku dalam Perkara Nomor 162/Pid.B/2025/PN Stabat harus dilihat dari fakta bahwa terdakwa bernama Edi Pranata Samura dihadapkan ke persidangan sebagai subjek hukum yang identitasnya telah diperiksa. Dalam putusan tersebut, majelis hakim menilai terdakwa sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan secara jelas, sehingga kapasitasnya sebagai subjek hukum terpenuhi.

Perkara ini berawal dari peristiwa di areal perladangan sawit pada tanggal 16 Desember 2024, ketika terdakwa berada di lokasi dengan membawa pisau egrek dan terdapat dua janjang buah kelapa sawit di sekitar sepeda motornya. Fakta awal tersebut menjadi penting karena peristiwa kekerasan atau penganiayaan yang dianalisis tidak berdiri sendiri, melainkan muncul dari rangkaian kejadian sebelumnya.

Dalam konteks pertanggungjawaban pidana, penulis melihat bahwa hakim tidak hanya menilai adanya luka pada korban, tetapi juga menilai apakah perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan secara hukum. Luka gores pada jari telunjuk tangan kanan korban perlu dihubungkan dengan tindakan terdakwa yang mengacungkan dan menarik pisau egrek.

Pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini juga berkaitan dengan sikap batin terdakwa ketika berhadapan dengan korban. Pada saat korban mendekat, terdakwa mengucapkan kata-kata “apa lagi kelen” dan mengacungkan pisau egrek, sehingga tindakan tersebut dapat dinilai sebagai perbuatan yang menimbulkan ancaman atau kekerasan terhadap korban.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Ketua Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H. pada tanggal 12 Mei 2026, pertanggungjawaban pidana harus dinilai dari terpenuhinya unsur perbuatan pidana, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan yang menghapus pidana. Penjelasan ini sejalan dengan pertimbangan putusan yang menyatakan terdakwa mampu bertanggung jawab.

Dalam perkara ini, majelis hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Artinya, sekalipun terdapat dinamika dorong-mendorong di lokasi kejadian, hakim tetap menilai perbuatan terdakwa sebagai perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Pertanggungjawaban pidana pelaku juga tampak dari adanya hubungan antara perbuatan terdakwa dan akibat yang dialami korban. Visum et repertum menyebutkan adanya luka gores berukuran 1 cm x 0,1 cm pada pangkal telunjuk jari tangan kanan akibat trauma benda tajam, dan fakta ini menghubungkan perbuatan terdakwa dengan akibat pada korban.

Penulis memandang bahwa pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini tidak hanya dilihat dari pasal yang akhirnya dipilih majelis hakim, tetapi juga dari alasan mengapa terdakwa tetap dinyatakan bersalah. Walaupun dakwaan kedua adalah Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan, majelis hakim memilih dakwaan alternatif ketiga Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP karena lebih sesuai dengan fakta persidangan.

Pilihan hakim terhadap dakwaan alternatif ketiga menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terdakwa diarahkan pada perbuatan memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dengan demikian, unsur kekerasan tetap menjadi dasar penting, meskipun rumusan pidana yang terbukti bukan Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Dalam wawancara tanggal 12 Mei 2026, Hakim Ketua menjelaskan bahwa hakim dalam perkara alternatif berwenang memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta hukum yang terbukti. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana pelaku tidak boleh dipaksakan pada dakwaan tertentu apabila fakta persidangan lebih tepat masuk pada dakwaan lain yang masih diajukan penuntut umum.

Menurut penulis, fakta bahwa terdakwa membawa pisau egrek sejak awal kejadian memperlihatkan bahwa benda tersebut bukan sekadar alat pertanian biasa dalam konteks peristiwa, melainkan menjadi alat yang menimbulkan ancaman ketika diarahkan kepada korban. Penilaian ini penting karena karakter benda berubah ketika digunakan dalam situasi konflik.

Keterangan saksi dalam putusan memperlihatkan adanya hubungan waktu yang dekat antara pengambilan buah sawit, kedatangan korban, pengacungan pisau egrek, dan timbulnya luka pada jari korban. Rangkaian ini membuat peristiwa hukum dapat dibaca secara utuh, bukan sebagai kejadian yang terpisah.

Dalam perkara ini, luka korban memang tergolong luka gores dengan ukuran kecil, tetapi hukum pidana tidak hanya melihat besar kecilnya luka. Yang juga dinilai adalah cara terjadinya luka, alat yang digunakan, serta keadaan yang menunjukkan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban.

Putusan tersebut juga menunjukkan bahwa proses pembuktian tidak mengabaikan pembelaan terdakwa. Terdakwa dan penasihat hukumnya mengajukan nota pembelaan serta saksi yang meringankan, namun hakim tetap memilih fakta yang dinilai paling bersesuaian dengan alat bukti yang sah.

Dalam sudut pandang mahasiswa yang sedang menyusun skripsi, perkara ini menarik karena dakwaan kedua menyebut penganiayaan, tetapi hakim justru menyatakan terbukti dakwaan ketiga. Hal ini menunjukkan pentingnya membaca putusan secara hati-hati agar analisis tidak berhenti pada judul perkara atau dakwaan tertentu saja.

Keterangan terdakwa yang mengakui adanya pisau egrek dan peristiwa di lokasi turut menjadi bagian dari fakta persidangan. Namun, hakim tetap harus menguji keterangan tersebut dengan keterangan saksi, barang bukti, dan visum agar putusan tidak berdiri pada satu alat bukti saja.

Barang bukti berupa pisau egrek memiliki posisi penting karena berkaitan langsung dengan perbuatan yang dinilai sebagai kekerasan atau ancaman kekerasan. Oleh sebab itu, amar putusan yang memerintahkan pisau egrek dimusnahkan dapat dipahami sebagai konsekuensi karena benda tersebut digunakan dalam peristiwa pidana.

Putusan juga mencatat bahwa dua janjang buah kelapa sawit dikembalikan kepada pemilik yang sah, yaitu saksi Supri. Hal ini menunjukkan bahwa majelis hakim tidak hanya memutus pidana badan, tetapi juga menentukan status barang bukti sesuai hubungan barang dengan pemiliknya.

Sepeda motor Honda Scoopy yang sebelumnya disebut dalam tuntutan agar dirampas untuk negara justru dalam amar dikembalikan kepada terdakwa. Perbedaan ini memperlihatkan bahwa hakim menilai status barang bukti secara mandiri berdasarkan relevansi dan kepemilikannya.

Penulis menilai bahwa putusan ini dapat dipakai untuk menjelaskan hubungan antara hukum pidana materiil dan hukum acara pidana. Hukum pidana materiil menentukan unsur perbuatan, sedangkan hukum acara pidana mengatur bagaimana unsur tersebut dibuktikan melalui alat bukti yang sah.

Dari sisi pertanggungjawaban, tidak adanya alasan pembenar atau pemaaf menjadi dasar penting bagi hakim untuk menjatuhkan pidana. Dengan kata lain, sekalipun terjadi keributan di lokasi, majelis hakim tidak menemukan keadaan yang dapat membenarkan atau memaafkan tindakan terdakwa.

Hasil wawancara tanggal 12 Mei 2026 memperkuat bahwa hakim perlu menempatkan fakta persidangan sebagai dasar utama. Dalam perkara ini, fakta tersebut meliputi alat yang digunakan, luka korban, keterangan saksi, dan keadaan terdakwa ketika peristiwa berlangsung.

Ketika majelis hakim menyatakan terdakwa mampu bertanggung jawab, maka penilaian tersebut berkaitan dengan kemampuan terdakwa memahami perbuatannya. Dalam putusan, terdakwa dapat menjawab pertanyaan secara jelas dan rinci, sehingga tidak ada alasan untuk menilai bahwa terdakwa tidak mampu bertanggung jawab.

Fakta bahwa terdakwa belum pernah dihukum dapat menjadi bahan pertimbangan yang meringankan dalam pemidanaan. Namun keadaan tersebut tidak menghapus kesalahan, karena perbuatan yang terbukti tetap harus mendapat respons pidana.

Putusan ini juga memperlihatkan bahwa pemidanaan tidak selalu sama dengan tuntutan penuntut umum. Hakim menjatuhkan pidana enam bulan, lebih rendah dari tuntutan delapan bulan, sehingga terlihat adanya penilaian proporsional oleh majelis hakim.

Dalam perkara ini, korban mengalami luka akibat trauma benda tajam, dan luka tersebut dibuktikan melalui visum. Oleh karena itu, keberadaan visum tidak hanya menjadi pelengkap administratif, tetapi menjadi jembatan pembuktian antara peristiwa dan akibat fisik pada korban.

Keterangan saksi Octa Dedi Rahmad dan Maldiansyah memperlihatkan bahwa peristiwa terjadi secara cepat. Situasi yang cepat seperti ini membuat hakim harus berhati-hati membandingkan setiap keterangan agar tidak salah menilai siapa yang melakukan perbuatan dan bagaimana akibatnya terjadi.

Adanya saksi yang meringankan menunjukkan bahwa perkara ini tidak sepenuhnya sederhana. Namun, dalam hukum acara pidana, hakim berwenang menilai keterangan mana yang lebih konsisten dengan alat bukti lain dan fakta yang ditemukan di persidangan.

Penulis melihat bahwa analisis terhadap putusan ini harus tetap objektif. Perbuatan terdakwa yang awalnya berkaitan dengan pengambilan buah sawit tidak boleh menutupi fokus utama pembahasan, yaitu penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan luka pada korban.

Dengan demikian, setiap unsur dalam perkara ini harus dipahami melalui fakta konkret. Fakta konkret tersebut berupa waktu kejadian, lokasi, alat, ucapan, gerakan terdakwa, reaksi korban, luka yang timbul, dan putusan akhir yang dijatuhkan majelis hakim.

Menurut penulis, fakta bahwa terdakwa membawa pisau egrek sejak awal kejadian memperlihatkan bahwa benda tersebut bukan sekadar alat pertanian biasa dalam konteks peristiwa, melainkan menjadi alat yang menimbulkan ancaman ketika diarahkan kepada korban. Penilaian ini penting karena karakter benda berubah ketika digunakan dalam situasi konflik.

Keterangan saksi dalam putusan memperlihatkan adanya hubungan waktu yang dekat antara pengambilan buah sawit, kedatangan korban, pengacungan pisau egrek, dan timbulnya luka pada jari korban. Rangkaian ini membuat peristiwa hukum dapat dibaca secara utuh, bukan sebagai kejadian yang terpisah.

Dalam perkara ini, luka korban memang tergolong luka gores dengan ukuran kecil, tetapi hukum pidana tidak hanya melihat besar kecilnya luka. Yang juga dinilai adalah cara terjadinya luka, alat yang digunakan, serta keadaan yang menunjukkan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban.

Putusan tersebut juga menunjukkan bahwa proses pembuktian tidak mengabaikan pembelaan terdakwa. Terdakwa dan penasihat hukumnya mengajukan nota pembelaan serta saksi yang meringankan, namun hakim tetap memilih fakta yang dinilai paling bersesuaian dengan alat bukti yang sah.

Dalam sudut pandang mahasiswa yang sedang menyusun skripsi, perkara ini menarik karena dakwaan kedua menyebut penganiayaan, tetapi hakim justru menyatakan terbukti dakwaan ketiga. Hal ini menunjukkan pentingnya membaca putusan secara hati-hati agar analisis tidak berhenti pada judul perkara atau dakwaan tertentu saja.

Keterangan terdakwa yang mengakui adanya pisau egrek dan peristiwa di lokasi turut menjadi bagian dari fakta persidangan. Namun, hakim tetap harus menguji keterangan tersebut dengan keterangan saksi, barang bukti, dan visum agar putusan tidak berdiri pada satu alat bukti saja.

Barang bukti berupa pisau egrek memiliki posisi penting karena berkaitan langsung dengan perbuatan yang dinilai sebagai kekerasan atau ancaman kekerasan. Oleh sebab itu, amar putusan yang memerintahkan pisau egrek dimusnahkan dapat dipahami sebagai konsekuensi karena benda tersebut digunakan dalam peristiwa pidana.

Putusan juga mencatat bahwa dua janjang buah kelapa sawit dikembalikan kepada pemilik yang sah, yaitu saksi Supri. Hal ini menunjukkan bahwa majelis hakim tidak hanya memutus pidana badan, tetapi juga menentukan status barang bukti sesuai hubungan barang dengan pemiliknya.

Sepeda motor Honda Scoopy yang sebelumnya disebut dalam tuntutan agar dirampas untuk negara justru dalam amar dikembalikan kepada terdakwa. Perbedaan ini memperlihatkan bahwa hakim menilai status barang bukti secara mandiri berdasarkan relevansi dan kepemilikannya.

Penulis menilai bahwa putusan ini dapat dipakai untuk menjelaskan hubungan antara hukum pidana materiil dan hukum acara pidana. Hukum pidana materiil menentukan unsur perbuatan, sedangkan hukum acara pidana mengatur bagaimana unsur tersebut dibuktikan melalui alat bukti yang sah.

Dari sisi pertanggungjawaban, tidak adanya alasan pembenar atau pemaaf menjadi dasar penting bagi hakim untuk menjatuhkan pidana. Dengan kata lain, sekalipun terjadi keributan di lokasi, majelis hakim tidak menemukan keadaan yang dapat membenarkan atau memaafkan tindakan terdakwa.

Hasil wawancara tanggal 12 Mei 2026 memperkuat bahwa hakim perlu menempatkan fakta persidangan sebagai dasar utama. Dalam perkara ini, fakta tersebut meliputi alat yang digunakan, luka korban, keterangan saksi, dan keadaan terdakwa ketika peristiwa berlangsung.

Ketika majelis hakim menyatakan terdakwa mampu bertanggung jawab, maka penilaian tersebut berkaitan dengan kemampuan terdakwa memahami perbuatannya. Dalam putusan, terdakwa dapat menjawab pertanyaan secara jelas dan rinci, sehingga tidak ada alasan untuk menilai bahwa terdakwa tidak mampu bertanggung jawab.

Fakta bahwa terdakwa belum pernah dihukum dapat menjadi bahan pertimbangan yang meringankan dalam pemidanaan. Namun keadaan tersebut tidak menghapus kesalahan, karena perbuatan yang terbukti tetap harus mendapat respons pidana.

Putusan ini juga memperlihatkan bahwa pemidanaan tidak selalu sama dengan tuntutan penuntut umum. Hakim menjatuhkan pidana enam bulan, lebih rendah dari tuntutan delapan bulan, sehingga terlihat adanya penilaian proporsional oleh majelis hakim.

Dalam perkara ini, korban mengalami luka akibat trauma benda tajam, dan luka tersebut dibuktikan melalui visum. Oleh karena itu, keberadaan visum tidak hanya menjadi pelengkap administratif, tetapi menjadi jembatan pembuktian antara peristiwa dan akibat fisik pada korban.

Keterangan saksi Octa Dedi Rahmad dan Maldiansyah memperlihatkan bahwa peristiwa terjadi secara cepat. Situasi yang cepat seperti ini membuat hakim harus berhati-hati membandingkan setiap keterangan agar tidak salah menilai siapa yang melakukan perbuatan dan bagaimana akibatnya terjadi.

Adanya saksi yang meringankan menunjukkan bahwa perkara ini tidak sepenuhnya sederhana. Namun, dalam hukum acara pidana, hakim berwenang menilai keterangan mana yang lebih konsisten dengan alat bukti lain dan fakta yang ditemukan di persidangan.

Penulis melihat bahwa analisis terhadap putusan ini harus tetap objektif. Perbuatan terdakwa yang awalnya berkaitan dengan pengambilan buah sawit tidak boleh menutupi fokus utama pembahasan, yaitu penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan luka pada korban.

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana pelaku dalam Perkara Nomor 162/Pid.B/2025/PN Stabat menurut hukum pidana Indonesia dapat dibebankan karena terdakwa dipandang sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab, perbuatannya terbukti melalui fakta persidangan, terdapat hubungan antara tindakan dan akibat yang dialami korban, serta tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Meskipun putusan akhirnya menyatakan terbukti dakwaan alternatif ketiga Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, unsur kekerasan yang berkaitan dengan penganiayaan tetap menjadi bagian penting dalam pertanggungjawaban pidana pelaku.

B. 
Penerapan Unsur Tindak Pidana Kekerasan atau Penganiayaan dalam Putusan Nomor 162/Pid.B/2025/PN Stabat

Penerapan unsur tindak pidana kekerasan atau penganiayaan dalam Putusan Nomor 162/Pid.B/2025/PN Stabat perlu dibaca dari bentuk dakwaan yang bersifat alternatif. Penuntut umum mengajukan dakwaan pertama Pasal 365 ayat (1) KUHP, dakwaan kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP, dan dakwaan ketiga Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Meskipun judul penelitian menitikberatkan pada penganiayaan, putusan menunjukkan bahwa majelis hakim memilih dakwaan alternatif ketiga. Hal ini penting dipahami karena peristiwa yang melibatkan luka korban tetap dianalisis melalui unsur kekerasan atau ancaman kekerasan dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Unsur pertama yang dipertimbangkan hakim adalah unsur “barang siapa”. Unsur ini terpenuhi karena terdakwa Edi Pranata Samura hadir di persidangan, membenarkan identitasnya, serta dapat menjawab pertanyaan dengan jelas sehingga dipandang sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab.

Unsur kedua adalah secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan. Dalam perkara ini, unsur tersebut dikaitkan dengan tindakan terdakwa mengacungkan pisau egrek kepada saksi Octa Dedi Rahmad.

Berdasarkan wawancara dengan Hakim Ketua Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H. pada tanggal 12 Mei 2026, penerapan unsur pidana dilakukan dengan cara mencocokkan fakta persidangan dengan unsur dakwaan. Hakim tidak cukup menilai adanya luka, tetapi harus melihat apakah unsur yang dipilih benar-benar didukung oleh alat bukti.

Fakta persidangan menunjukkan bahwa saksi Octa Dedi Rahmad mendekati terdakwa setelah mendapat informasi mengenai pengambilan dua janjang buah kelapa sawit. Pada saat itu terdakwa berada di atas sepeda motor dan memegang pisau egrek dengan tangan kiri.

Ketika saksi Octa mendekat, terdakwa berkata “apa lagi kelen” lalu mengacungkan pisau egrek ke arah saksi. Tindakan mengacungkan pisau egrek tersebut menjadi fakta penting untuk menerapkan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan.

Korban kemudian secara refleks hendak memegang egrek yang diarahkan kepadanya, dan seketika terdakwa menarik tangan kiri yang memegang pisau egrek tersebut. Akibatnya, ujung pisau egrek mengenai jari telunjuk tangan kanan korban hingga menimbulkan luka gores dan berdarah.

Visum et repertum dari UPT Puskesmas Kuala Nomor 440-2797/VR/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024 menjadi alat bukti surat yang memperkuat fakta luka. Dalam visum tersebut ditemukan luka gores ukuran 1 cm x 0,1 cm di pangkal telunjuk jari tangan kanan akibat trauma benda tajam.

Dengan adanya keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti pisau egrek, dan visum et repertum, majelis hakim memiliki dasar untuk menilai bahwa unsur kekerasan dalam dakwaan alternatif ketiga telah terpenuhi. Oleh karena itu, penerapan unsur dalam putusan tidak hanya bertumpu pada satu alat bukti, tetapi pada kesesuaian beberapa alat bukti.

Menurut penulis, fakta bahwa terdakwa membawa pisau egrek sejak awal kejadian memperlihatkan bahwa benda tersebut bukan sekadar alat pertanian biasa dalam konteks peristiwa, melainkan menjadi alat yang menimbulkan ancaman ketika diarahkan kepada korban. Penilaian ini penting karena karakter benda berubah ketika digunakan dalam situasi konflik.

Keterangan saksi dalam putusan memperlihatkan adanya hubungan waktu yang dekat antara pengambilan buah sawit, kedatangan korban, pengacungan pisau egrek, dan timbulnya luka pada jari korban. Rangkaian ini membuat peristiwa hukum dapat dibaca secara utuh, bukan sebagai kejadian yang terpisah.

Dalam perkara ini, luka korban memang tergolong luka gores dengan ukuran kecil, tetapi hukum pidana tidak hanya melihat besar kecilnya luka. Yang juga dinilai adalah cara terjadinya luka, alat yang digunakan, serta keadaan yang menunjukkan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban.

Putusan tersebut juga menunjukkan bahwa proses pembuktian tidak mengabaikan pembelaan terdakwa. Terdakwa dan penasihat hukumnya mengajukan nota pembelaan serta saksi yang meringankan, namun hakim tetap memilih fakta yang dinilai paling bersesuaian dengan alat bukti yang sah.

Dalam sudut pandang mahasiswa yang sedang menyusun skripsi, perkara ini menarik karena dakwaan kedua menyebut penganiayaan, tetapi hakim justru menyatakan terbukti dakwaan ketiga. Hal ini menunjukkan pentingnya membaca putusan secara hati-hati agar analisis tidak berhenti pada judul perkara atau dakwaan tertentu saja.

Keterangan terdakwa yang mengakui adanya pisau egrek dan peristiwa di lokasi turut menjadi bagian dari fakta persidangan. Namun, hakim tetap harus menguji keterangan tersebut dengan keterangan saksi, barang bukti, dan visum agar putusan tidak berdiri pada satu alat bukti saja.

Barang bukti berupa pisau egrek memiliki posisi penting karena berkaitan langsung dengan perbuatan yang dinilai sebagai kekerasan atau ancaman kekerasan. Oleh sebab itu, amar putusan yang memerintahkan pisau egrek dimusnahkan dapat dipahami sebagai konsekuensi karena benda tersebut digunakan dalam peristiwa pidana.

Putusan juga mencatat bahwa dua janjang buah kelapa sawit dikembalikan kepada pemilik yang sah, yaitu saksi Supri. Hal ini menunjukkan bahwa majelis hakim tidak hanya memutus pidana badan, tetapi juga menentukan status barang bukti sesuai hubungan barang dengan pemiliknya.

Sepeda motor Honda Scoopy yang sebelumnya disebut dalam tuntutan agar dirampas untuk negara justru dalam amar dikembalikan kepada terdakwa. Perbedaan ini memperlihatkan bahwa hakim menilai status barang bukti secara mandiri berdasarkan relevansi dan kepemilikannya.

Penulis menilai bahwa putusan ini dapat dipakai untuk menjelaskan hubungan antara hukum pidana materiil dan hukum acara pidana. Hukum pidana materiil menentukan unsur perbuatan, sedangkan hukum acara pidana mengatur bagaimana unsur tersebut dibuktikan melalui alat bukti yang sah.

Dari sisi pertanggungjawaban, tidak adanya alasan pembenar atau pemaaf menjadi dasar penting bagi hakim untuk menjatuhkan pidana. Dengan kata lain, sekalipun terjadi keributan di lokasi, majelis hakim tidak menemukan keadaan yang dapat membenarkan atau memaafkan tindakan terdakwa.

Hasil wawancara tanggal 12 Mei 2026 memperkuat bahwa hakim perlu menempatkan fakta persidangan sebagai dasar utama. Dalam perkara ini, fakta tersebut meliputi alat yang digunakan, luka korban, keterangan saksi, dan keadaan terdakwa ketika peristiwa berlangsung.

Ketika majelis hakim menyatakan terdakwa mampu bertanggung jawab, maka penilaian tersebut berkaitan dengan kemampuan terdakwa memahami perbuatannya. Dalam putusan, terdakwa dapat menjawab pertanyaan secara jelas dan rinci, sehingga tidak ada alasan untuk menilai bahwa terdakwa tidak mampu bertanggung jawab.

Fakta bahwa terdakwa belum pernah dihukum dapat menjadi bahan pertimbangan yang meringankan dalam pemidanaan. Namun keadaan tersebut tidak menghapus kesalahan, karena perbuatan yang terbukti tetap harus mendapat respons pidana.

Putusan ini juga memperlihatkan bahwa pemidanaan tidak selalu sama dengan tuntutan penuntut umum. Hakim menjatuhkan pidana enam bulan, lebih rendah dari tuntutan delapan bulan, sehingga terlihat adanya penilaian proporsional oleh majelis hakim.

Dalam perkara ini, korban mengalami luka akibat trauma benda tajam, dan luka tersebut dibuktikan melalui visum. Oleh karena itu, keberadaan visum tidak hanya menjadi pelengkap administratif, tetapi menjadi jembatan pembuktian antara peristiwa dan akibat fisik pada korban.

Keterangan saksi Octa Dedi Rahmad dan Maldiansyah memperlihatkan bahwa peristiwa terjadi secara cepat. Situasi yang cepat seperti ini membuat hakim harus berhati-hati membandingkan setiap keterangan agar tidak salah menilai siapa yang melakukan perbuatan dan bagaimana akibatnya terjadi.

Adanya saksi yang meringankan menunjukkan bahwa perkara ini tidak sepenuhnya sederhana. Namun, dalam hukum acara pidana, hakim berwenang menilai keterangan mana yang lebih konsisten dengan alat bukti lain dan fakta yang ditemukan di persidangan.

Penulis melihat bahwa analisis terhadap putusan ini harus tetap objektif. Perbuatan terdakwa yang awalnya berkaitan dengan pengambilan buah sawit tidak boleh menutupi fokus utama pembahasan, yaitu penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan luka pada korban.

Dengan demikian, setiap unsur dalam perkara ini harus dipahami melalui fakta konkret. Fakta konkret tersebut berupa waktu kejadian, lokasi, alat, ucapan, gerakan terdakwa, reaksi korban, luka yang timbul, dan putusan akhir yang dijatuhkan majelis hakim.

Menurut penulis, fakta bahwa terdakwa membawa pisau egrek sejak awal kejadian memperlihatkan bahwa benda tersebut bukan sekadar alat pertanian biasa dalam konteks peristiwa, melainkan menjadi alat yang menimbulkan ancaman ketika diarahkan kepada korban. Penilaian ini penting karena karakter benda berubah ketika digunakan dalam situasi konflik.

Keterangan saksi dalam putusan memperlihatkan adanya hubungan waktu yang dekat antara pengambilan buah sawit, kedatangan korban, pengacungan pisau egrek, dan timbulnya luka pada jari korban. Rangkaian ini membuat peristiwa hukum dapat dibaca secara utuh, bukan sebagai kejadian yang terpisah.

Dalam perkara ini, luka korban memang tergolong luka gores dengan ukuran kecil, tetapi hukum pidana tidak hanya melihat besar kecilnya luka. Yang juga dinilai adalah cara terjadinya luka, alat yang digunakan, serta keadaan yang menunjukkan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban.

Putusan tersebut juga menunjukkan bahwa proses pembuktian tidak mengabaikan pembelaan terdakwa. Terdakwa dan penasihat hukumnya mengajukan nota pembelaan serta saksi yang meringankan, namun hakim tetap memilih fakta yang dinilai paling bersesuaian dengan alat bukti yang sah.

Dalam sudut pandang mahasiswa yang sedang menyusun skripsi, perkara ini menarik karena dakwaan kedua menyebut penganiayaan, tetapi hakim justru menyatakan terbukti dakwaan ketiga. Hal ini menunjukkan pentingnya membaca putusan secara hati-hati agar analisis tidak berhenti pada judul perkara atau dakwaan tertentu saja.

Keterangan terdakwa yang mengakui adanya pisau egrek dan peristiwa di lokasi turut menjadi bagian dari fakta persidangan. Namun, hakim tetap harus menguji keterangan tersebut dengan keterangan saksi, barang bukti, dan visum agar putusan tidak berdiri pada satu alat bukti saja.

Barang bukti berupa pisau egrek memiliki posisi penting karena berkaitan langsung dengan perbuatan yang dinilai sebagai kekerasan atau ancaman kekerasan. Oleh sebab itu, amar putusan yang memerintahkan pisau egrek dimusnahkan dapat dipahami sebagai konsekuensi karena benda tersebut digunakan dalam peristiwa pidana.

Putusan juga mencatat bahwa dua janjang buah kelapa sawit dikembalikan kepada pemilik yang sah, yaitu saksi Supri. Hal ini menunjukkan bahwa majelis hakim tidak hanya memutus pidana badan, tetapi juga menentukan status barang bukti sesuai hubungan barang dengan pemiliknya.

Sepeda motor Honda Scoopy yang sebelumnya disebut dalam tuntutan agar dirampas untuk negara justru dalam amar dikembalikan kepada terdakwa. Perbedaan ini memperlihatkan bahwa hakim menilai status barang bukti secara mandiri berdasarkan relevansi dan kepemilikannya.

Penulis menilai bahwa putusan ini dapat dipakai untuk menjelaskan hubungan antara hukum pidana materiil dan hukum acara pidana. Hukum pidana materiil menentukan unsur perbuatan, sedangkan hukum acara pidana mengatur bagaimana unsur tersebut dibuktikan melalui alat bukti yang sah.

Dari sisi pertanggungjawaban, tidak adanya alasan pembenar atau pemaaf menjadi dasar penting bagi hakim untuk menjatuhkan pidana. Dengan kata lain, sekalipun terjadi keributan di lokasi, majelis hakim tidak menemukan keadaan yang dapat membenarkan atau memaafkan tindakan terdakwa.

Hasil wawancara tanggal 12 Mei 2026 memperkuat bahwa hakim perlu menempatkan fakta persidangan sebagai dasar utama. Dalam perkara ini, fakta tersebut meliputi alat yang digunakan, luka korban, keterangan saksi, dan keadaan terdakwa ketika peristiwa berlangsung.

Ketika majelis hakim menyatakan terdakwa mampu bertanggung jawab, maka penilaian tersebut berkaitan dengan kemampuan terdakwa memahami perbuatannya. Dalam putusan, terdakwa dapat menjawab pertanyaan secara jelas dan rinci, sehingga tidak ada alasan untuk menilai bahwa terdakwa tidak mampu bertanggung jawab.

Fakta bahwa terdakwa belum pernah dihukum dapat menjadi bahan pertimbangan yang meringankan dalam pemidanaan. Namun keadaan tersebut tidak menghapus kesalahan, karena perbuatan yang terbukti tetap harus mendapat respons pidana.

Putusan ini juga memperlihatkan bahwa pemidanaan tidak selalu sama dengan tuntutan penuntut umum. Hakim menjatuhkan pidana enam bulan, lebih rendah dari tuntutan delapan bulan, sehingga terlihat adanya penilaian proporsional oleh majelis hakim.

Dalam perkara ini, korban mengalami luka akibat trauma benda tajam, dan luka tersebut dibuktikan melalui visum. Oleh karena itu, keberadaan visum tidak hanya menjadi pelengkap administratif, tetapi menjadi jembatan pembuktian antara peristiwa dan akibat fisik pada korban.

Keterangan saksi Octa Dedi Rahmad dan Maldiansyah memperlihatkan bahwa peristiwa terjadi secara cepat. Situasi yang cepat seperti ini membuat hakim harus berhati-hati membandingkan setiap keterangan agar tidak salah menilai siapa yang melakukan perbuatan dan bagaimana akibatnya terjadi.

Adanya saksi yang meringankan menunjukkan bahwa perkara ini tidak sepenuhnya sederhana. Namun, dalam hukum acara pidana, hakim berwenang menilai keterangan mana yang lebih konsisten dengan alat bukti lain dan fakta yang ditemukan di persidangan.

Penulis melihat bahwa analisis terhadap putusan ini harus tetap objektif. Perbuatan terdakwa yang awalnya berkaitan dengan pengambilan buah sawit tidak boleh menutupi fokus utama pembahasan, yaitu penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan luka pada korban.

Dengan demikian, penerapan unsur tindak pidana kekerasan atau penganiayaan dalam Putusan Nomor 162/Pid.B/2025/PN Stabat dilakukan dengan membaca dakwaan alternatif secara utuh, lalu menilai fakta persidangan yang paling sesuai dengan unsur pasal. Majelis hakim akhirnya menyatakan dakwaan alternatif ketiga terbukti, karena unsur barang siapa dan unsur melawan hukum memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dinilai terpenuhi melalui keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, dan visum et repertum.

C. 
Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku dalam Perkara Nomor 162/Pid.B/2025/PN Stabat

Pertimbangan hukum hakim dalam Perkara Nomor 162/Pid.B/2025/PN Stabat memperlihatkan bahwa hakim terlebih dahulu membaca bentuk dakwaan yang diajukan penuntut umum. Karena dakwaan disusun secara alternatif, hakim memilih langsung dakwaan yang paling sesuai dengan fakta hukum, yaitu dakwaan alternatif ketiga Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pertimbangan hakim juga didasarkan pada tuntutan penuntut umum yang meminta agar terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan ketiga dan dijatuhi pidana penjara selama delapan bulan. Namun dalam amar, hakim menjatuhkan pidana penjara selama enam bulan.

Perbedaan antara tuntutan dan putusan menunjukkan bahwa majelis hakim tidak semata-mata mengikuti tuntutan penuntut umum. Hakim tetap melakukan penilaian sendiri terhadap fakta persidangan, tingkat kesalahan terdakwa, akibat perbuatan, serta keadaan yang relevan sebelum menentukan lamanya pidana.

Pertimbangan hakim terhadap alat bukti terlihat dari penggunaan keterangan saksi Octa Dedi Rahmad dan Maldiansyah yang menjelaskan rangkaian kejadian di lokasi. Keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya saling menguatkan mengenai adanya pisau egrek, pengacungan ke arah korban, dan luka pada jari korban.

Berdasarkan wawancara dengan Hakim Ketua Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H. pada tanggal 12 Mei 2026, pertimbangan hakim tidak boleh dibangun atas asumsi, melainkan harus berdasarkan alat bukti yang sah. Hal ini terlihat dalam putusan yang menguraikan saksi, terdakwa, barang bukti, dan visum et repertum sebelum menyatakan unsur terbukti.

Hakim juga mempertimbangkan keterangan saksi yang meringankan dari pihak terdakwa. Saksi a de charge menerangkan adanya keributan dan pemukulan terhadap terdakwa, tetapi majelis hakim tetap menilai keseluruhan alat bukti secara objektif untuk menentukan fakta hukum yang paling kuat.

Dalam putusan, majelis hakim menjelaskan pengertian kekerasan sebagai penggunaan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah. Penjelasan ini penting karena menjadi dasar konseptual untuk menghubungkan tindakan terdakwa dengan unsur kekerasan dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hakim juga menjelaskan bahwa ancaman kekerasan dapat berupa tindakan yang membuat seseorang takut karena ada sesuatu yang dapat merugikan dirinya dengan kekerasan. Pengacungan pisau egrek kepada korban kemudian ditempatkan dalam kerangka ancaman atau kekerasan tersebut.

Setelah menilai unsur-unsur yang ada, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan kekerasan”. Rumusan ini menjadi inti pertimbangan yang menghubungkan fakta dan amar putusan.

Pertimbangan hakim juga menyatakan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Oleh karena itu, terdakwa dinyatakan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahan yang terbukti di persidangan.

Menurut penulis, fakta bahwa terdakwa membawa pisau egrek sejak awal kejadian memperlihatkan bahwa benda tersebut bukan sekadar alat pertanian biasa dalam konteks peristiwa, melainkan menjadi alat yang menimbulkan ancaman ketika diarahkan kepada korban. Penilaian ini penting karena karakter benda berubah ketika digunakan dalam situasi konflik.

Keterangan saksi dalam putusan memperlihatkan adanya hubungan waktu yang dekat antara pengambilan buah sawit, kedatangan korban, pengacungan pisau egrek, dan timbulnya luka pada jari korban. Rangkaian ini membuat peristiwa hukum dapat dibaca secara utuh, bukan sebagai kejadian yang terpisah.

Dalam perkara ini, luka korban memang tergolong luka gores dengan ukuran kecil, tetapi hukum pidana tidak hanya melihat besar kecilnya luka. Yang juga dinilai adalah cara terjadinya luka, alat yang digunakan, serta keadaan yang menunjukkan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban.

Putusan tersebut juga menunjukkan bahwa proses pembuktian tidak mengabaikan pembelaan terdakwa. Terdakwa dan penasihat hukumnya mengajukan nota pembelaan serta saksi yang meringankan, namun hakim tetap memilih fakta yang dinilai paling bersesuaian dengan alat bukti yang sah.

Dalam sudut pandang mahasiswa yang sedang menyusun skripsi, perkara ini menarik karena dakwaan kedua menyebut penganiayaan, tetapi hakim justru menyatakan terbukti dakwaan ketiga. Hal ini menunjukkan pentingnya membaca putusan secara hati-hati agar analisis tidak berhenti pada judul perkara atau dakwaan tertentu saja.

Keterangan terdakwa yang mengakui adanya pisau egrek dan peristiwa di lokasi turut menjadi bagian dari fakta persidangan. Namun, hakim tetap harus menguji keterangan tersebut dengan keterangan saksi, barang bukti, dan visum agar putusan tidak berdiri pada satu alat bukti saja.

Barang bukti berupa pisau egrek memiliki posisi penting karena berkaitan langsung dengan perbuatan yang dinilai sebagai kekerasan atau ancaman kekerasan. Oleh sebab itu, amar putusan yang memerintahkan pisau egrek dimusnahkan dapat dipahami sebagai konsekuensi karena benda tersebut digunakan dalam peristiwa pidana.

Putusan juga mencatat bahwa dua janjang buah kelapa sawit dikembalikan kepada pemilik yang sah, yaitu saksi Supri. Hal ini menunjukkan bahwa majelis hakim tidak hanya memutus pidana badan, tetapi juga menentukan status barang bukti sesuai hubungan barang dengan pemiliknya.

Sepeda motor Honda Scoopy yang sebelumnya disebut dalam tuntutan agar dirampas untuk negara justru dalam amar dikembalikan kepada terdakwa. Perbedaan ini memperlihatkan bahwa hakim menilai status barang bukti secara mandiri berdasarkan relevansi dan kepemilikannya.

Penulis menilai bahwa putusan ini dapat dipakai untuk menjelaskan hubungan antara hukum pidana materiil dan hukum acara pidana. Hukum pidana materiil menentukan unsur perbuatan, sedangkan hukum acara pidana mengatur bagaimana unsur tersebut dibuktikan melalui alat bukti yang sah.

Dari sisi pertanggungjawaban, tidak adanya alasan pembenar atau pemaaf menjadi dasar penting bagi hakim untuk menjatuhkan pidana. Dengan kata lain, sekalipun terjadi keributan di lokasi, majelis hakim tidak menemukan keadaan yang dapat membenarkan atau memaafkan tindakan terdakwa.

Hasil wawancara tanggal 12 Mei 2026 memperkuat bahwa hakim perlu menempatkan fakta persidangan sebagai dasar utama. Dalam perkara ini, fakta tersebut meliputi alat yang digunakan, luka korban, keterangan saksi, dan keadaan terdakwa ketika peristiwa berlangsung.

Ketika majelis hakim menyatakan terdakwa mampu bertanggung jawab, maka penilaian tersebut berkaitan dengan kemampuan terdakwa memahami perbuatannya. Dalam putusan, terdakwa dapat menjawab pertanyaan secara jelas dan rinci, sehingga tidak ada alasan untuk menilai bahwa terdakwa tidak mampu bertanggung jawab.

Fakta bahwa terdakwa belum pernah dihukum dapat menjadi bahan pertimbangan yang meringankan dalam pemidanaan. Namun keadaan tersebut tidak menghapus kesalahan, karena perbuatan yang terbukti tetap harus mendapat respons pidana.

Putusan ini juga memperlihatkan bahwa pemidanaan tidak selalu sama dengan tuntutan penuntut umum. Hakim menjatuhkan pidana enam bulan, lebih rendah dari tuntutan delapan bulan, sehingga terlihat adanya penilaian proporsional oleh majelis hakim.

Dalam perkara ini, korban mengalami luka akibat trauma benda tajam, dan luka tersebut dibuktikan melalui visum. Oleh karena itu, keberadaan visum tidak hanya menjadi pelengkap administratif, tetapi menjadi jembatan pembuktian antara peristiwa dan akibat fisik pada korban.

Keterangan saksi Octa Dedi Rahmad dan Maldiansyah memperlihatkan bahwa peristiwa terjadi secara cepat. Situasi yang cepat seperti ini membuat hakim harus berhati-hati membandingkan setiap keterangan agar tidak salah menilai siapa yang melakukan perbuatan dan bagaimana akibatnya terjadi.

Adanya saksi yang meringankan menunjukkan bahwa perkara ini tidak sepenuhnya sederhana. Namun, dalam hukum acara pidana, hakim berwenang menilai keterangan mana yang lebih konsisten dengan alat bukti lain dan fakta yang ditemukan di persidangan.

Penulis melihat bahwa analisis terhadap putusan ini harus tetap objektif. Perbuatan terdakwa yang awalnya berkaitan dengan pengambilan buah sawit tidak boleh menutupi fokus utama pembahasan, yaitu penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan luka pada korban.

Dengan demikian, setiap unsur dalam perkara ini harus dipahami melalui fakta konkret. Fakta konkret tersebut berupa waktu kejadian, lokasi, alat, ucapan, gerakan terdakwa, reaksi korban, luka yang timbul, dan putusan akhir yang dijatuhkan majelis hakim.

Menurut penulis, fakta bahwa terdakwa membawa pisau egrek sejak awal kejadian memperlihatkan bahwa benda tersebut bukan sekadar alat pertanian biasa dalam konteks peristiwa, melainkan menjadi alat yang menimbulkan ancaman ketika diarahkan kepada korban. Penilaian ini penting karena karakter benda berubah ketika digunakan dalam situasi konflik.

Keterangan saksi dalam putusan memperlihatkan adanya hubungan waktu yang dekat antara pengambilan buah sawit, kedatangan korban, pengacungan pisau egrek, dan timbulnya luka pada jari korban. Rangkaian ini membuat peristiwa hukum dapat dibaca secara utuh, bukan sebagai kejadian yang terpisah.

Dalam perkara ini, luka korban memang tergolong luka gores dengan ukuran kecil, tetapi hukum pidana tidak hanya melihat besar kecilnya luka. Yang juga dinilai adalah cara terjadinya luka, alat yang digunakan, serta keadaan yang menunjukkan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban.

Putusan tersebut juga menunjukkan bahwa proses pembuktian tidak mengabaikan pembelaan terdakwa. Terdakwa dan penasihat hukumnya mengajukan nota pembelaan serta saksi yang meringankan, namun hakim tetap memilih fakta yang dinilai paling bersesuaian dengan alat bukti yang sah.

Dalam sudut pandang mahasiswa yang sedang menyusun skripsi, perkara ini menarik karena dakwaan kedua menyebut penganiayaan, tetapi hakim justru menyatakan terbukti dakwaan ketiga. Hal ini menunjukkan pentingnya membaca putusan secara hati-hati agar analisis tidak berhenti pada judul perkara atau dakwaan tertentu saja.

Keterangan terdakwa yang mengakui adanya pisau egrek dan peristiwa di lokasi turut menjadi bagian dari fakta persidangan. Namun, hakim tetap harus menguji keterangan tersebut dengan keterangan saksi, barang bukti, dan visum agar putusan tidak berdiri pada satu alat bukti saja.

Barang bukti berupa pisau egrek memiliki posisi penting karena berkaitan langsung dengan perbuatan yang dinilai sebagai kekerasan atau ancaman kekerasan. Oleh sebab itu, amar putusan yang memerintahkan pisau egrek dimusnahkan dapat dipahami sebagai konsekuensi karena benda tersebut digunakan dalam peristiwa pidana.

Putusan juga mencatat bahwa dua janjang buah kelapa sawit dikembalikan kepada pemilik yang sah, yaitu saksi Supri. Hal ini menunjukkan bahwa majelis hakim tidak hanya memutus pidana badan, tetapi juga menentukan status barang bukti sesuai hubungan barang dengan pemiliknya.

Sepeda motor Honda Scoopy yang sebelumnya disebut dalam tuntutan agar dirampas untuk negara justru dalam amar dikembalikan kepada terdakwa. Perbedaan ini memperlihatkan bahwa hakim menilai status barang bukti secara mandiri berdasarkan relevansi dan kepemilikannya.

Penulis menilai bahwa putusan ini dapat dipakai untuk menjelaskan hubungan antara hukum pidana materiil dan hukum acara pidana. Hukum pidana materiil menentukan unsur perbuatan, sedangkan hukum acara pidana mengatur bagaimana unsur tersebut dibuktikan melalui alat bukti yang sah.

Dari sisi pertanggungjawaban, tidak adanya alasan pembenar atau pemaaf menjadi dasar penting bagi hakim untuk menjatuhkan pidana. Dengan kata lain, sekalipun terjadi keributan di lokasi, majelis hakim tidak menemukan keadaan yang dapat membenarkan atau memaafkan tindakan terdakwa.

Hasil wawancara tanggal 12 Mei 2026 memperkuat bahwa hakim perlu menempatkan fakta persidangan sebagai dasar utama. Dalam perkara ini, fakta tersebut meliputi alat yang digunakan, luka korban, keterangan saksi, dan keadaan terdakwa ketika peristiwa berlangsung.

Ketika majelis hakim menyatakan terdakwa mampu bertanggung jawab, maka penilaian tersebut berkaitan dengan kemampuan terdakwa memahami perbuatannya. Dalam putusan, terdakwa dapat menjawab pertanyaan secara jelas dan rinci, sehingga tidak ada alasan untuk menilai bahwa terdakwa tidak mampu bertanggung jawab.

Fakta bahwa terdakwa belum pernah dihukum dapat menjadi bahan pertimbangan yang meringankan dalam pemidanaan. Namun keadaan tersebut tidak menghapus kesalahan, karena perbuatan yang terbukti tetap harus mendapat respons pidana.

Putusan ini juga memperlihatkan bahwa pemidanaan tidak selalu sama dengan tuntutan penuntut umum. Hakim menjatuhkan pidana enam bulan, lebih rendah dari tuntutan delapan bulan, sehingga terlihat adanya penilaian proporsional oleh majelis hakim.

Dalam perkara ini, korban mengalami luka akibat trauma benda tajam, dan luka tersebut dibuktikan melalui visum. Oleh karena itu, keberadaan visum tidak hanya menjadi pelengkap administratif, tetapi menjadi jembatan pembuktian antara peristiwa dan akibat fisik pada korban.

Keterangan saksi Octa Dedi Rahmad dan Maldiansyah memperlihatkan bahwa peristiwa terjadi secara cepat. Situasi yang cepat seperti ini membuat hakim harus berhati-hati membandingkan setiap keterangan agar tidak salah menilai siapa yang melakukan perbuatan dan bagaimana akibatnya terjadi.

Adanya saksi yang meringankan menunjukkan bahwa perkara ini tidak sepenuhnya sederhana. Namun, dalam hukum acara pidana, hakim berwenang menilai keterangan mana yang lebih konsisten dengan alat bukti lain dan fakta yang ditemukan di persidangan.

Penulis melihat bahwa analisis terhadap putusan ini harus tetap objektif. Perbuatan terdakwa yang awalnya berkaitan dengan pengambilan buah sawit tidak boleh menutupi fokus utama pembahasan, yaitu penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan luka pada korban.

Dengan demikian, pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku dalam Perkara Nomor 162/Pid.B/2025/PN Stabat didasarkan pada dakwaan alternatif, fakta persidangan, alat bukti yang sah, pemenuhan unsur Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, tidak adanya alasan penghapus pidana, serta penilaian proporsional terhadap pidana yang dijatuhkan. Putusan enam bulan penjara memperlihatkan bahwa hakim menilai perkara secara mandiri dengan tetap memperhatikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.
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